WALIKOTA PRABUMULIH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR : &7 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan

Daerah Nomor Tahun 2025 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4113




Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6757);




10.

%

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
Sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara  Nomor 6178)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6322);
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Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6906);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 1 Tahun
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 3 Tahun
2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota
Prabumulih Tahun 2023 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran
Daerah Kota Prabumulih Tahun 2024 Nomor 6).

Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor Tahun
2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Prabumulih
Tahun 2025 Nomor )

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 63 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota
Prabumulih Tahun 2023 Nomor 63);

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 01 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan  Walikota
Prabumulih Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun
2024 Nomor 01);
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Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 19 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota
Prabumulih Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun
2024 Nomor 19);

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 24 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota
Prabumulih Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun
2024 Nomor 24);

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 28 Tahun 2024
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota
Prabumulih Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun
2024 Nomor 28);

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 30 Tahun 2024
tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota
Prabumulih Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun
2024 Nomor 30);

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 32 Tahun 2024
tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota
Prabumulih Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun
2024 Nomor 32);

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 45 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 (Berita
Daerah Kota Prabumulih Tahun 2024 Nomor 45);

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 46 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan  Walikota
Prabumulih Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Prabumulih
Tahun 2024 Nomor 46 );



Menetapkan

33.

34.

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 56 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota
Prabumulih Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan

Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Prabumulih
Tahun 2024 Nomor 56);

Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 59 Tahun 2024
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota
Prabumulih Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Prabumulih
Tahun 2024 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terdiri atas :

¢

Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Pendapatan Transfer

Jumlah Belanja Daerah

Rp 130.745.181.957,88
Rp1.067.106.507.100,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp 0,00
Jumlah Pendapatan Daerah Rp1.197.851.689.057,88

. Belanja Daerah :
a. Belanja Operasi Rp 898.686.937.567,46
b. Belanja Modal Rp 251.051.778.496,09
c. Belanja Tidak Terduga Rp 917.830.200,00
d. Belanja Transfer RP 42.092.088.380,00

Rp 1.192.748.634.643,55

Surplus Rp 5.103.054.414,33

. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 183.374.044.406,87
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto Rp 183.374.044.406,87

Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan Rp 188.477.098.821,20



Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Walikota ini.
Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam
penjabaran laporan realisasi anggaran per satuan Kerja perangkat daerah.
Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 29 Agustus ?025

WALIKOTA PRABUMULIH,

H. ARLAN

Diundangkan di Prabumulih
Pada tanggal 29 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,

H. ELMAN

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2025 NOMOR £ 7



